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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti menyimpulkan
bahwa:

1. Berdasarkan syarat-syarat/unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kejahatan dan tampa
adanya alasan pemaaf atas tindakannya, seseorang itu bisa dikatakan telah
berbuat kesalahan yang melanggar norma hukum yang diatur didalam
Undang-Undang serta yang hidup didalam masyarakat. Ketika unsur-unsur
pidana yang telah ditentuukan di UU terpenuhi secara sah dan meyakinkan
menurut undang-undang yang berlaku. Maka pelaku tindak pidana atau
terdakwa harus bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan olehnya
secara pidana.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak
pidana korupsi dana desa berdasarkan putusan Nomor. 22/Pid. Sus-
TPK/2020/PN-Mtr. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan
perkara korupsi diatas didasarkan pada pertimbangan secara hukum, yang
berdasarkan kenyataan yang diungkap saat persidangan dan barang bukti,
keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dakwaan dari
jaksa penuntut umum. Hakim juga mempertimbangan secara non-yuridis,
yang didasarkan pada hal yang meringankan serta hal yang membertakan

tersangka.
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B. Saran
1. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana
korupsi aggaran dana desa (ADD) dan harus menjatuhkan putusan
maksimal dikarenakan kejahatan tersebut merupakan, kejahatan yang luar
biasa dan merusak sistem perekonomian Negara.
2. Penegak hukum untuk hal ini kepolisian, kejaksaan, peradilan khususnya
KPK, diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana korupsi. Supaya

terciptanya keadaan ekonomi yang lebih baik lagi di masa depan.
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